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Akses jalan pada bidang tanah merupakan hak yang diatur di UUPA dan KUHPerdata. K etidakjelasan
mengenai status akses jalan dapat menyebabkan potensi sengketa di kemudian hari. Tujuan penelitian tesis
ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan pemberian akses jalan pada Putusan
Perkara Nomor 69/Pdt.G/2019/PN.Smn dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan juga untuk memberikan tindak lanjut atas pertimbangan hakim mengenai pelaksanaan pemberian akses
jalan sebagaimana pada Putusan a quo. Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif
(kepustakaan) dengan analisis secara kualitatif terhadap data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Pasal 6 UUPA tentang fungsi sosial menegaskan bahwa pemilik tanah harus memperhatikan kepentingan
umum. Dalam Putusan a quo, Penggugat telah memberikan akses jalan kepada Tergugat, namun oleh
Tergugat disalahgunakan untuk pembangunan garasi pribadi, yang mana bertentangan dengan permohonan
semula untuk akses jalan. Tindak lanjut atas pertimbangan hakim yang dapat dilakukan adalah perlu
dilakukan proses jual beli antara penggugat dan tergugat di hadapan PPAT, sehingga menjadi dasar
pemberian akses jalan yang sah dan menciptakan kepastian hukum atas tanah. Saran dari penelitian ini
adalah Pemerintah diharapkan dapat menyusun dan menerbitkan peraturan yang secara spesifik mengatur
tentang mekanisme pemberian akses jalan diatas tanah hak milik, bagi Majelis Hakim diharapkan
mengupayakan agar terjadi kepastian atas status hak atas tanah dalam perkara serupa, yaitu dengan
memerintahkan agar jual beli dilakukan oleh para pihak di hadapan PPAT, dan pemohon akses jalan diatas
tanah hak milik orang lain diharapkan dapat menggunakan lahan yang diperolehnya sesuai dengan
peruntukannya, agar sengketa dapat dihindarkan.

...... Road access on land is aright regulated in the UUPA and Civil Code. Unclear status of access roads can
lead to potential disputes later on. The purpose of this thesis research isto identify and analyze the
implementation of granting road access in Case Decision Number 69/Pdt.G/2019/PN.Smn compared to
applicable laws and regulations and also to provide follow-up on the judge's consideration regarding the
implementation of granting road access as in the a quo Decision. This thesis uses normative legal research
methods (literature) with qualitative analysis of secondary data. The results showed that Article 6 of UUPA
regarding social functions affirms that landowners must pay attention to the public interest. In aquo
Decision, the Plaintiff had granted access road to the Defendant, but by the Defendant misused it for the
construction of a private garage, which contradicted the original application for road access. Follow-up on
the judge's consideration that can be done is the need for a sale and purchase process between the plaintiff
and defendant before the PPAT, so that it becomes the basis for providing legal road access and creating
legal certainty over land. The suggestion from this study is that the Government is expected to compile and
issue regulations that specifically regul ate the mechanism for granting road access on freehold land, for the
Panel of Judgesit is expected to seek certainty over the status of land rightsin similar cases, namely by
ordering that the sale and purchase be carried out by the parties before the PPAT, and applicants for road
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access on land owned by others are expected to be able to use the land they have acquired in accordance
with its designation, so that disputes can be avoided.



